WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORCNTALO

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tehun, telah ditetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah dengan Keputusan Wali
Kota yang memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah:;

bahwa telah diundangkannya Peraturan Wali Kota
Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembanguna Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025-2026,
maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perl}l
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2025-2026.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawefsi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s;ebagaimanaw‘
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat daﬂ
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6322);
|

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalq
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana P'embangunaln
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan cdan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202(]5
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Koté
Gorontalo  (Lembaran  Daerah  Kota  Gorontalo
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Gorontalo Nomor 11};

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Gorontalo Nomor 1Z2);

Peraturan Daerah Nomnor 9 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo
Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Gorontalo Nomor 223).
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16. Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2021 Nomor 5);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026
(Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA  GORONTALO TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA
GORONTALO TAHUN 2025-2026

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

4. Kepala Badan Perencanaan Penelitiar dan Pengembangan adalah

Kepala

Gorontalo.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas,

Inspektorat, Bagian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di

lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
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Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan Pembangunan bagi daerah yang dengan masa

jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daereh, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan clisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta

berpedoman pada RPD Kota Gorontalo.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan sasaran,
program kegiatan sub kegiatan beserta ‘ndikator kinerja dan kerangka

pendanaannya.

Tujuan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
sesualu yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian
sasaran RPD yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi
dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang

direncanakan.
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Sasaran Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
target atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan satu

dan/atau beberapa program Renstra.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Renstra merupakan indikator
kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang disusun dengan berpedoman pada tujuan daﬁ
sasaren RPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali

Kota ini.

Progrem sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bentuk instrument
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat

Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025-2026 meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI . RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yar#g

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangken.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangen Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februari2024
WALI KOTA GORONTALO,
My

P

MARTEN A. TAHA

v

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 1?2 Februari 2024
SEKRETARKIS D H KOTA GORONTALO,

[SMAIL JID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR.4




